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A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan
setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung
terciptanya penyelenggaraan publik yang prima dalam rangka memenuhi
kebutuhan dasar dan hak sipil warga atas barang publik, jasa publik, dan
pelayanan administratif. Hal ini berdasarkan pada Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah mengamanatkan bahwa tujuan
didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan amanat yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 diatas, maka terdapat salah satu hal yang perlu kita ketahui yaitu
pentingnya memajukan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kesejahteraan
umum oleh pemerintah merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan karena
berkaitan erat dengan kebijakan sosial, yaitu kebijakan yang mengutamakan
sistem pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.! Sistem pelayanan
adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang kait-mengait satu
sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan apabila terganggu
kestabilannya akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri.?

Salah satu contoh dari Pelayanan Publik tersebut adalah dalam proses

pembuatan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah. Pelaksanaan ibadah

! Soemardjan, S., Pancasila dalam Kehidupan Sosial, Jakarta, BP 7 Pusat, 1991, him. 57
% Inu Kencana Syafiie, Etika Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, him. 206



Haji dan Umrah merupakan suatu implementasi dari Pasal 29 UUD 1945 Tentang
Kebebasan Beragama. Pasal 29 ayat 1 berbunyi : “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari isi Pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa ideologi
negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu segala
kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan
dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadah menurut kepercayaan agamanya yang sudah dianggap benar. Pasal
29 ayat 2 berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”. Dari isi Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga
negara memiliki agama dan kepercayaanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari
pihak manapun. Dalam hal ini berarti bahwa tidak ada yang bisa melarang orang
untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses
ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh
untuk melarang orang lain beribadah supaya tidak terjadinya konflik-konflik yang

muncul di negara Indonesia.

Rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama
merupakan persyaratan tambahan yang harus dilengkapi oleh setiap calon jamaah
dalam rangka pencegahan terjadinya TKI Nonprosedural. Ketentuan ini
merupakan suatu penindaklanjutan dari surat Direktur Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : IMI.2-GR.01.01-0334.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Khairaty, S.Ap. selaku petugas

penyusun dokumen Haji dan Umrah di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Kementerian Agama Padang, kebijakan mengenai pengurusan rekomendasi
penerbitan paspor Haji dan Umrah ini ditetapkan bagi seluruh jamaah, baik Haji
khusus dan Umrah khusus maupun Haji reguler dan Umrah reguler.?

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: IMI-GR.01.01-2036 tentang
Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji/ Umrah terdapat beberapa
pengecualian dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yaitu pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
untuk tidak mensyaratkan surat rekomendasi terhadap setiap calon jamaah yang
termasuk dalam kategori sebagai berikut : a. Pejabat tinggi negara; b. Anggota
TNI/ Polri, Pegawai Negeri Sipil; c. Tokoh masyarakat; d. Orang tua berusia lebih
dari 50 (lima puluh) tahun; dan e. Anak-anak berusia kurang dari 12 (dua belas)
tahun. Kemudian, terdapat beberapa pihak yang bekerjasama dalam kegiatan
penerbitan rekomendasi paspor Haji dan Umrah ini, diantaranya Direktur Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berperan dalam
pembuatan paspor Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan yang berperan dalam
pemberian rekomendasi kesehatan bagi calon jamaah Haji dan Umrah, dan
Kementerian Agama yang berperan dalam pemberian rekomendasi penerbitan
paspor Haji dan Umrah.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, yang

dimaksud dengan ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan

* Hasil Wawancara dengan Dian Khairaty, S.Ap.selaku petugas penyusun dokumen Haji dan
Umrah di Kementerian Agama Padang, tanggal 9 Maret 2018, jam 10.00 Wib.



kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu
menunaikannya. Kemudian di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 yang dimaksud dengan ibadah Umrah adalah umrah yang
dilaksanakan di luar musim haji. Dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah
saat ini, setiap calon jamaah diberikan kewajiban untuk mengurus rekomendasi
penerbitan paspor Haji dan Umrah sebagai wujud pelayanan publik yang harus
dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai suatu instansi pemerintahan. Hal ini
sudah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah
undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan
publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat
demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi
sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak
dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada
pemerintahan dan administrasi publik.

Setiap melaksanakan pelayanan, jika terdapat suatu pelayanan memiliki
jeleknya mutu ataupun lamanya waktu serta tingginya biaya yang akan
dikeluarkan, maka akan merusak citra pelayanan di suatu tempat.* Sebagai
konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk
meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

* Inu Kencana Syafiie, Op.Cit, him. 206
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pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah.

Dalam proses pemberian pelayanan, peranan pemerintah adalah bertindak
sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai apa yang seharusnya.
Pelayanan sebagai katalisator akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu,
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan
kepada masyarakat ditentukan oleh Kkinerja pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien.’

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada asas-asas
pelayanan publik itu sendiri, dimana asas pelayanan publik itu terdapat dalam
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu asas kepentingan umum,
asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas keseimbangan hak dan kewajiban,
asas keprofesionalan, asas partisipatif, asas persamaan perlakuan, asas
keterbukaan, asas akuntabilitas, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan, asas ketepatan waktu, serta asas kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan.Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
juga mengatur tentang pelayanan publik. Pemerintah wajib membangun
manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik.
Masyarakat selalu menuntut Pelayanan Publik yang berkualitas dari birokrat,
meskipun tuntutan sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik
yang terjadi selama ini masih dirasakan lamban dan menyulitkan. Padahal instansi

pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib

% Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,
him.3



menerbitkan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah setelah calon jamaah
sudah melengkapi segala persyaratan yang diminta tanpa ada kekurangannya lagi.
Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai
pihak yang ”melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan
reformasi Pelayanan Publik dengan cara mendudukan pengertian sesungguhnya
dari ”pelayan” dan yang ”dilayani”. Hal ini disebabkan oleh pelayanan yang
seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan
masyarakat pada negara.’

Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diri
bahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan
birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang
independen dan menciptakan dependensi bagi warga negara dalam urusannya
sebagai warga negara. Warga negara atau masyarakat dianggap sebagai pengikut
dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap
sebagai makhluk yang “manut®, selalu menerima setiap aktivitas birokrasi,
padahal terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang “tidak selalu
menguntungkan bagi masyarakat*.’

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik yaitu, penyelenggara Negara atau Pemerintah, penyelenggara
perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh
pemerintah, badan usaha atau badan hukum yang diberi wewenang untuk
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik.® Dalam masalah

pelayanan publik ini tidak terlepas dari para pihak yang terlibat di dalamnya,

® Inu Kencana Syafei, llmu Administrasi Publik, Jakarta, Rineka Cipta, 1999, him. 5
7 -

Ibid, him. 6
® Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta, Gava Media, 2011, him. 25



peran sang pemimpin sangat penting dalam suatu organisasi pemerintah maupun
swasta. Dikatakan demikian karena pemimpin adalah inti dari pada manajemen
yang merupakan motor penggerak bagi sumber dan fungsi manajemen serta alat
lainnya.’

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada hakekatnya merupakan tugas pokok pemerintah.
Demikian juga dengan Kementerian Agama sebagai bagian dari kementerian
dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Adapun instansi
vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama
provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Kementerian Agama
kabupaten/kota mempunyai fungsi melaksanakan tugas Kementerian Agama
dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu tugas yang dilaksanakan Kementerian Agama dalam wilayah
kabupaten/kota adalah melakukan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor
Haji dan Umrah bagi setiap warga negara yang akan melaksanakan ibadah Haji
dan Umrah. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh setiap calon
jamaah Haji dan Umrah agar mendapatkan surat rekomendasi penerbitan paspor
Haji dan Umrah diantaranya : a. Melengkapi dokumen persyaratan; b. Mendatangi
Kantor Kementerian Agama (Kankemenag); c¢. Menyerahkan persyaratan yang
dibutuhkan; dan d. Menerima surat rekomendasi penerbitan paspor Haji dan

Umrah;

° Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, him. 106



Dalam melayani setiap warga negara yang selanjutnya akan menjadi
jamaah Haji dan Umrah, Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota juga
tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan kondisi pelayanan yang
relatif belum memuaskan. Hal ini terutama berkaitan dengan baik buruknya
sumber daya aparatur pemerintah yang profesional. Contohnya saja dalam
pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah yang terdapat
beberapa permasalahan karena dinilai tidak sesuai berdasarkan asas-asas
pelayanan publik, diantaranya asas kesamaan hak, asas keterbukaan, dan asas
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pengurusan rekomendasi penerbitan
paspor Haji dan Umrah dinilai tidak sesuai dengan asas kesamaan hak karena
pengurusan rekomendasi ini hanya dibebankan kepada warga negara yang tidak
berasal dari golongan pejabat tinggi negara, anggota TNI/ Polri, anggota PNS, dan
tokoh masyarakat. Kemudian dinilai tidak sesuai dengan asas keterbukaan karena
sebagian besar calon jamaah masih banyak yang belum mengetahui adanya
kebijakan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah ini yang
bisa diakibatkan kurangnya akses dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh
pihak pemerintah. Selain itu, kegiatan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor
Haji dan Umrah juga dinilai tidak sesuai dengan asas kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan karena pelayanan dalam pengurusan yang membutuhkan waktu
yang cukup lama.

Akibat hal-hal tersebut diatas harus diakui akan dapat mengurangi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kinerja pemerintah. Untuk
menghilangkan hal tersebut, maka pemerintah harus lebih responsive dan

akuntabel guna memberikan pelayanan yang prima dan dapat memuaskan



masyarakat. Dalam hal ini seperti dengan adanya setiap tugas yang dilaksanakan
olen Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota haruslah mampu
bersinergi dengan semua komponen terkait agar tugas utama bisa dijalani dengan
baik dan penuh tanggungjawab. Selain itu, terkait persiapan pemberangkatan
calon jamaah Haji dan Umrah sebaiknya dapat juga dilakukan dengan persiapan
yang lebih komprehensif dan memenuhi standar yang dibutuhkan dalam
perjalanan Haji dan Umrah.

Dari uraian di atas, akhirnya penulispun tertarik untuk mengkaji masalah
pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan rekomendasi penerbitan paspor
Haji dan Umrah yang terdapat di bagian penyelenggara Haji dan Umrah
Kementerian Agama Kota Padang. Hal ini disebabkan beberapa keluhan dari
calon jamaah, salah satunya yaitu seorang pedagang baju di Plaza Andalas Padang
yang bernama Oslinur yang akan berangkat Umrah tahun ini dan mengeluhkan
mengenai persyaratan tambahan untuk pengurusan rekomendasi penerbitan paspor
Haji dan Umrah yang dinilainya semakin memperlambat proses keberangkatan
dan juga suatu kebijakan yang dinilai cukup baru sehingga belum banyak
masyarakat kalangan bawah yang mengetahuinya. Bagian penyelenggara Haji dan
Umrah Kementerian Agama Kota Padang adalah bagian yang menangani segala
rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah yang
meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah Haji dan Umrah yang
terdapat dalam wilayah kota Padang. Penulis mengkaji tentang permasalahan yang
ada di bagian penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang
karena pada saat pra penelitian penulis melihat dan mendengar keluhan dari

masyarakat. Hal ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul



‘“Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Rekomendasi Penerbitan Paspor
Haji dan Umrah di Bagian Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian

Agama Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat
dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan  publik dalam pengurusan
rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah di bagian penyelenggara
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang?

2. Apa sajakah permasalahan dalam proses pengurusan rekomendasi
penerbitan paspor Haji dan Umrah di bagian penyelenggara Haji dan
Umrah Kementerian Agama Kota Padang dan bagaimana cara mengatasi
permasalahan dalam pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan
Umrah tersebut?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan

diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan
rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah di bagian penyelenggara
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang.

2. Untuk mengetahui permasalahan dalam proses pengurusan rekomendasi

penerbitan paspor Haji dan Umrah di bagian penyelenggara Haji dan



Umrah Kementerian Agama Kota Padang dan cara mengatasi
permasalahan dalam pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan
Umrah.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran
yang jelas bagi pembaca tentang pelaksanaan pengurusan rekomendasi
penerbitan paspor Haji dan Umrah. Selain itu, diharapkan dengan
melakukan penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah
didapatkan selama kuliah dan dapat terlatih dalam melakukan penelitian
dengan baik, sehingga dapat menerapkan Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Pelayanan Publik.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis,
pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, baik masyarakat, pemerintah, dan
para penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan
permasalahan yang dikaji.
E. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

sosiologis (Sociological Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan



menelaah bagaimana suatu produk hukum diterapkan di dalam masyarakat.
Dengan perkataan lain, dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana
pelaksanaan suatu aturan yang berlaku dan bagaimana masyarakat melihat,
memahami dan melaksanakan berlakunya suatu aturan hukum tersebut. Penelitian
ini bersifat deskriptif,’® yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu
keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat
sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran
menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.
2. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan
data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan
wawancara atau interview. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian
yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh
sumber-sumber dari :

a) Bahan Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi
dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh
melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan
dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas,
Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Padang.

b) Penelitian Lapangan

10 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Sinar Grafika, 2010, him. 105



Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat

diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang

ditentukan secara purpose sampling.™*

3.

Jenis Data

Penelitian ini adalah untuk mendapatkan data :*?

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan metode
wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan
permasalahan ini, diantaranya petugas pengurus rekomendasi penerbitan
paspor Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag)
Padang dan calon jamaah pemohon rekomendasi penerbitan paspor Haji
dan Umrah di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Padang.

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan

(library research) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan
hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang
dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran No.:B-7001/ DJ.ll/
HKk.00.5/ 03/ 2017 tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Bagi Pemohon Paspor

' Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, 2008, him. 25
12 Zainudin Ali, Op.cit., him. 47



Ibadah Umrah/ Haji Khusus, Surat Edaran dari Direktur Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: IMI-
GR.01.01-2036 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji/
Umrah

ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang
bahan hukum primer dan dapat membantu penulis menganalisa dan
memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur tertulis,
baik buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat
kabar, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.

iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya
yang memberikan informasi guna melengkapi hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer pada penelitian ini dilakukan dengan :**

a. Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan mempersiapkan
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian. Wawancara dapat
dilakukan dengan dua cara :

1. Responden, ialah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari
orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah yang ditangani,
dalam hal ini responden hendak dituju adalah petugas pengurus
rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah di Kantor Kementerian

Agama (Kankemenag) Padang dan calon jamaah pemohon rekomendasi
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penerbitan paspor Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama
(Kankemenag) Padang.

2. Informan, ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-
orang yang mempunyai otoritas keilmuan dan mempunyai pengalaman
dalam bidangnya masing-masing, seperti; petugas bagian
penyelenggara Haji dan Umrah Kankemenag Padang dan calon jamaah
pemohon rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah.

Teknik wawancara yang dapat digunakan dalam penelitian diantaranya :

1. Wawancara terstruktur, yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data apabila penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang
akan diperoleh.Dalam teknik ini penulis telah menyiapkan instrumen
penelitian  berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif
jawabannya sudah dipersiapkan.

2. Wawancara semiterstruktur, yaitu teknik wawancara yang bertujuan untuk
menentukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diwawancarai
akan diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan teknik
wawancara ini maka penulis harus mendengarkan dan mencatat secara
teliti segala sesuatu yang dikemukakan oleh narasumber.

3. Wawancara tidak terstruktur, yaitu teknik wawancara yang didalamnya
penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman yang
digunakan dalam wawancara ini hanyalah berupa garis-garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur,

penulis belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh sehingga



penulis lebih banyak mendengarkan hal-hal yang dikemukakan oleh
responden.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik
wawancara semiterstruktur, karena penulis dalam mendapatkan segala informasi
terkait pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah di bagian
penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang sangat
membutuhkan ide-ide dan pendapat dari pihak-pihak yang akan diwawancarai
sehingga pokok permasalahan dapat diketahui secara lebih terbuka. Oleh karena
itu, maka dalam melakukan wawancara ini penulis harus mendengarkan dan
mencatat secara teliti segala sesuatu yang dikemukakan oleh narasumber.

b. Studi Dokumen untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan
Studi Dokumen, ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melihat, meneliti,
dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
5. Metode Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik random
sampling,** vyaitu bahwa semua elemen atau setiap unit atau individu dalam
populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pengambilan
jumlah sampel dengan teknik ini umumnya menggunakan persentase atas
populasi. Berapa persentase yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili
populasinya tidak ada pengaturannya secara tegas. Hal tersebut sangat tergantung
dari keadaan populasi penelitiannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
calon jamaah ibadah Haji dan Umrah yang terdapat dalam wilayah kota Padang,

sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah calon jamaah ibadah Haji dan
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Umrah, baik yang berasal dari kategori Haji khusus dan Umrah khusus maupun
Haji reguler dan Umrah reguler yang tidak termasuk ke dalam pengecualian pada
Surat Edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia No.: IMI-GR.01.01-2036 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah
Haji/ Umrah, diantaranya yaitu calon jamaah yang tidak berasal dari golongan
pejabat tinggi negara, anggota TNI/ Polri, Pegawai Negeri Sipil, tokoh
masyarakat, orang tua berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun, dan anak-anak
berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun.
6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif ,*° yaitu analisa
terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka untuk menghasilkan data
yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan pada peraturan peurndang-

undangan, pandangan para ahli, dan pengalaman peneliti.
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